WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 065/477/Kpts/DPMPTSP/Huk/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Depok, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Depok;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional
Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3828);

2. Undang-Undang...



. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

s

10.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Wali Kota ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai Standar

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang wajib dilaksanakan

oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan dan sebagai

acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi ruang lingkup

pelayanan administrasi perizinan.

KETIGA...



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
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